BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
(DISDUKCAPIL) Kota Kupang sudah tergolong baik. Kualitas pelayanan yang
disediakan sangat memudahkan konsumen dalam melakukan pembuatan E-KTP.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sudah memenuhi
pelayanan publik. Perlu ditingkatkan dalam hal: 1) informasi dan syarat
administrasi kependudukan, 2) mengoptimalkan sarana-prasarana operasional, 3)
meningkatkan jumlah pegawai 4) memperhatikan kualitas pelayanan di bidang
publik khusus pembuatan E-KTP yang dapat dinilai dadri 5 dimensi, Emphaty (
empati), Responsiveness (daya tanggap), Reliability ( kehandalan), Asurance (
Jaminan) dan Tangibles (bukti fisik).

a. Dimensi Emphaty, terkait dengan dimensi emphaty kantor DISDUKCAPIL
Kota Kupang Sudah menunjukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan
yaitu dengan memberikan kesan yang menyenangkan dalam proses
pelayanan. Hal tersebut terlihat dari sikap pegawai yang ramah, tersenyum,
tidak diskriminatif serta menghargai masyarakat sebagai pengguna layanan.

b. Dimensi Responsiveness (daya Tanggap), pegawai DISDUKCAPIL Kota
Kupang sudah menunjukan sikap daya tanggap pada dimensi
responsiveness terlihat adanya komunikasi antara pegawai dengan
masyarakat sebagai pengguna layanan. Pegawai tanggap membantu
masyarakat ketika mengalami kesulitan pada saat proses pembuatan E-
KTP.

c. Dimensi Releability, dari hasil penelitian kehandalan pegawai
DISDUKCAPIL Kota Kupang dalam menangani setiap keluhan

masyarakat belum sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat.



Hal tersebut ditunjukan masih ada keluhan dari masyarakat terkait proses
pembuatan E-KTP, masih ada pegawai yang belum mampu
mengoperasikan alat bantu pelayanan.

d. Dimensi Asurance (Jaminan), berdasarkan hasil penelitian menunjukan
bahwa jaminan tepat waktu pelayanan di DISDUKCAPIL Kota Kupang
belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Hal ini ditunjukan
masih ada keluhan masyarakat mengenai jaminan tepat waktu yang belum
sesuai dengan Standart Operasi Prosedur (SOP) khususnya dalam layanan
pembuatan E-KTP

e. Dimensi Tangibles (bukti fisik), dari hasil penelitian terkait dimensi
tangibles. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang
belum memnuhi fasilitas pelayanan yang memadai dalam memberikan
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat seperti belum ada
pemasangan call Center di meja pengaduan, alat perekaman yang masi
terbatas, dan spanduk alur pembuatan E-KTP yang dapat mempermudah
masyarakat untuk memahami langkah-langkah pembuatan E-KTP di
DISDUKCAPIL Kota Kupang.

4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai
berikut:

a. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang perlu
menambah sarana-prasarana seperti alat perekam, kotak saran dan bisa saja
memasang spanduk yang memuat langkah-langkah pembuatan E-KTP di
DISDUKCAPIL Kota Kupang.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan prosedur
yang jelas, mudah dan sederhana dalam proses pembuatan kartu tanda
penduduk, maupun kepentingan lain dari masyarakat yang datang ke

DISDUKCAPIL Kota Kupang



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang perlu
meningkatkan kualitas Sumber Daya pegawai dengan cara melalui
pendidikan dan pelatihan.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota kupang perlu
memberikan pelatihan khusus kepada pegawai yang belum mampu
mengoperasikan alat bantu pelayanan pembuatan E-KTP bagi masyarakat

Kota Kupang.
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